FERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENALI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Repubiik Indonesia dan Republik Rakyst China (dalam hal ini disebur sebagai “Para Fihak™),
berhasrat untuk memperkuat kerjasama yang emat antara kedua negara dalam bidang hukum
dengan dasar saling menghonmat kedaulatan, persamaan dan saling menguntungkan, dengan ini
memuiuskan untuk membusl perjaniisn mengensi bantusn hukum timbal balik dalam masalsh
pidana, dan telah bersepakat sebagei benkut

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ruang Lingkup Penerapan Perjanjian

| Para Pibak, berdasarkan Pefanjian i, saling nmimkm bantuan dalsm penyidiken atau
proses acara yang menyangkut masalah pidana

2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah setiap perbuatan atau omisi yang
merupakan kejahatan berdasarkan hukum nasional masing-masing Pihak

3. Bantuan yang harus diberikan terdin stas |

() pengambiban alatharang bukt dan unluk mendapatian pernyataan-pernyataan dan oreng;

{b) pemberian dokumen-dokumen resm dan catatan hukum lam yang berkaitan,

() lokasi dan identifikasi dan orang-orang.

(d) pelakssnaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan, dan pemindshan bukti-bukt
berupa dokumen-dokumen dan barang-barang,

(e} upaya-upaya untuk memindahkan hasl kejahatan,

(1) mengusahakan persetujuan darl omnag-orang yang bersedia memberikan kesakstan atau
membantu penyidikan oleh Pihak Peminta, dan jika orang lu berada dalam tahaman
mengatur pemindshan sementura ke Pihak Peminta,

(&) penyampaian dokumen-dokumen; dan

(h) melakukan penilaian ahli, dan pemberitnhuin hasil-hasil dan proses acarn pidana,




Pasal 2
Bantuan Lain

Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang ada diamiara Kedua Pihak, baik it
berdasarkan perjanpan atbu pengaturan lain maupun car lain, serta tidak menghalangt Kedua
Pihnk untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain
mmaupun cara lsin

Pasal 3
Kantor Pusat

Bantuan hukum timbal balik harus diminta dan diberikan lingsung melalui Kantor Pusat, yaitu,
Departernen Kehakiman masing-masing Pihak.

Pusal 4
Penolakan Bantuan

1. Bantuan depat ditolak apabila

(4) permintaan itu berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan seseorang atas kejahatan
vang dianggap oleh Pihak Diminta sebagai kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan
militer yany ditentukan oleh hukum nusional dari pibak tersebut,

{h) terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa perminiagn bantuan itu dilakukan dalam
rangks pemata-mata untuk menuntut i memidana seseorang karena alasan suku, jenis
kelarmin, agama, kewsrguanegaraen atau pandangan polilik atau bahwa posisi orang yang
bersangkutan dapat dirugiken karenn hal-hal tersebut,

() Pihak Diminta berpendapat bahwa permintaan iy, jika dikabulkan, akan membahayakan
kedsulatannya, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lamnya,

(d) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Pihak Diminta,
membahayekan keselamatan seseorang siau menimbulkan beban berst werhadap kekayasn
DEgaTa T,

(e} pemberian bantuan itu akan melanggar prinsip-prinsip dasar ukum nasional dan Pihak
Diminta

Fud

Schelum menolak untuk mengabulkan permintaan bantuan, Pihak Dimnta  hans
mempertimbangkan apakab bantuan dapat diberikan berdasarkan svarat-svaral yang
changgapnya perlu. Jika Pihak Peminta menerima bantusn dengan syarat-syarsi iu, maka
Pihak Permunta wajib mentaath syarat-syarst tersebut

3. Pihak Dimints harus membenitahukan dengan waktu yang memadai kepada Pihak Penunia
mengenni  keputusan penolakan dan pelaksanoan permuntaan dan disertai denyan
alasan-alasannya




Pasal &
Hukum vang Diterapkan dalam Bantosn Hukom

I Pihak Diminta harus menerapkan hukuwm nasionalnya dalan pelaksansan permintaan bantusn

2 Pihak Peminin dapat meminta pelaksanaan permintaan bantuan itu dilakukan dengan cara
tertentu, dan Pihak Diminta akan melaksanakannys sepanjang hal tersebut tidak bertentangan
dengan hukum nasionalnya

Pasal 6
Binya dan Tunjangan

| Prhak Deminta harus menanggung binya untuk memenuhi permintasn bantuan, kecuali bahwa
Pihak Perminta harus menanggung biaya sebagai beriout

(a) bimva yang berhubungan dengan penganglutan orang ke atau dan wilayah Pihak Timnta,
dan setiap upah, runjangan atau busya yang wajib dibayar kepada orang ity selama berada
di Pihak Peminin berdasarkan permintaan menurat Pasal 11 atau Pasal 12 Pihak Peminta
harus lebih dahulu membayar kepada orang itu sebagian atau selurah tunjangan atau
blaya tersebut diatas,

(b} biaya yang berhubungan dengan pengangkutan pelugas tahanan/penjara atou petugas
pengawal, dan

{c) biaya dan upab yang dikeluarkan oleh Pihak Dimints sescm dengan permintasn
berdusarkan Pasal 17

2. Apabila termyata bahwa pelaksanaan permintaan rtu memmbulkan burve-bigya yang sanuat
berlebithan, maka Para Pihak akan merundingkan untuk menentukan syeral-syaratnys bag
pemberian bantuan yang diminta itu

Pasal 7
Bahasn

(1) Dalam surst menyurat saty sama lain, Para Pihak aken menggunaskan bahass resmi dani
negars masing-masing disertal desgan teremahan dalam bahnsa Tnggns.

(2) Permintaan untuk bantusn hokum timbal balik dan dokumen-dokumen peminjangnva vang
barus ditulis dalam bahasa resmi dan Pihak Peminta dan harus disertal dengan terjemahan
dalam Babasa Inggns




BAR I
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pusal &
Sural Permintaan untuk Bantuan Hokim

Permintaan bantuan hukum dibost dalam bentuk Surst Permintaun, yang harus berisi hal-hal
sebagai berikut -

(a) nama dari pejabat yang meminta,

(b) mfat dan fakia-fukia dan perkara, dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan;

(c) nama, kebangsaan, kediaman atau tempat tinggal dari orang-orang tersebut didalaim
permintazn, dan semua informasi lain yang dapat membantu mengidentifikas orang-
orang tersebut,

(d) wjuen dan permintaan dan tindakan-tindakan hukum yang diminta untuk dilakukan;

(e) dafiar dari dokumen dan barang yang diminta untuk dicar, disita atau diserahkan,

{f) rincian alasan-alasan untuk prosedur khusus, apabita iu diminta, untuk dilaksenakan oleh

(@) batas waktu yang diinginken untuk memenuhi permintaan tersebut,

{h) hal-hal lain yang perlu untuk pelaksanasn permintaan,

(1) pernyatnan yang tegns, jika dipandang periu untuk mershasiakan permintaan tersebut

Fika Pihak Daminda menganggap babwa mformasi yang terdepal dalam permintasn iy tidak
cukup berdusarkan Perjanpan i untuk melaksanakan pernuntaan tersebut, Pihak Diminty
dapat meminta informasi tambahan.

Surat Permintaan dan dokumen penuniangrya harus ditands mngani dan diseged oleh pejabar
yang terkait dan Pihak Peminta

Fasal 9
Penvampaian Dokumen

Prhak Diminta hanes melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen yang diminta
oleh Pihnk Penunta dalam waktu yang layak

Fibak Diminta harus menyampaikan kepada Pihak Peminta bukti penyampaian dokumen yang
berisi tanda tangan pengirim, tanggal penerimaan, segel dari pejabat yang menyampaiban,
tanda tangan pengirim serta sifat dan tempat dar pengiriman tersebut, Jika pemysmpaisn
dokumen tidak dapat dilakukan, Pibak Peminta akan diberitabu mengenai hal itu disertai
alasannya




Pasal 10
Pengambilan Alal dan Barang Bukii

Kecuall ditentukin lain oleh Perjanjian inl, Pihak Dimima herus menyiapkan hal-hal yang
diperiukan untuk pengambilan bukti sebagaimana yang diminta oleh Pthak Peminta

Diadam had permintaun digjubcan untuk keperiuan proses acara yang berkaitan dengin masalah
pidana di Pihak Pemmta, Pihak Diminta, atas permintasn, harus berusaha mengaminl
keterangan-keterangan saks: untuk dikirim ke Pihak Peminta.

Lintuk keperluan perrantaan menurut Pasal im Pihak Peminta harus merinet hal-hal pokok
mengenai siapa yang harus dipenksa termasuk pertanyaan yang perlu diapukan

Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh undang-undangnya dan atss permintaan, harus
sehingga orang-orang yang terkail yang berwenang menurol hukum nasional deri Pihak
Peminia dapat hadir sslama pelaksanzan permintaan dan menyampaikan pertanyaan-
pertanyian melalui orang yang terkat dan Pihak Duminta

Sescorang yang dimints untuk memberikan kesaksian di Pihak Diminta memunn Pasal in
dapat menolak membenkan kestksian dalam hal °

(n) tukum Pibak Drminta membolehkan saksi mu menolak memberikan kesaksian untuk hal
vang sami dalam proses scara yang berasal dan Pihak Diminta; stau

(b} hukum Pihak Perminta membolehkan saksi ity menclak memberikan kessksian dalam
proses acara tersebut yang berlaku sama di Pihak Perminta

Jika seseorang menyatakan babwa terdapat hak untuk menolak memberkan kesaksian
menurut hukum Pihak Peminta, maks Kamtor Pusat Pihak Peminta atas permintsan, harnus
remiberikan sural keterangan kepada Kantor Pusat Pihak Diminta mengenai adanya hak itu
Yika tidak ada bukt sebaliknya, surat keterangan ity merupaken bukt yang cukop mengenm
adanya hak tersebut

Pasal 11
Kehadiran Saksi dan Ahli

Jikiy Pihak Peminta memandang perlu agar saksi atau ahli hadir secara pnbadi dimuka
pejabat-pejaba peradilan untuk melsksanakan hal-hal yvang berhubungan didalam proses
scarn, Pibak Peminta harus menyatakan didalam permintann untuk menyampaikan panggilan
dan Pihak Dhminta akan menyampaikan permintaan terscbui diatas kepada saksi atau ahh
terkait, Pihak Diminta juga akan menyampaikan besarmyva bmya, tumangan dan upah yang




Permintazn unfuk penyempaian panggiian harus disampaikan kepada Pihek Diminta
sekurang- kurangmya 2 bulan sebebum tanggal orang-orang yang bersanghutan diminta untuk
hadir dimuka pejabat peradilan Pilak Peminta untuk melaksanakan tindakan hukum didalam
proses scara. Dralam keadaan mendesak, Pihak Diminta dapat mengenyampingkan

persyaraian tersebut.
Pihiak: Phminta harus memberitahukan Pihak Peminta mengenai jawaban dari saksi atau ahbi

Pasal 12
Menghadirkan Tahanan/Narapidana ontok Memberikan Kesaksian

. Jika pejobat peradilan salah satu pihak menganggap perdu untuk meminta kesaksion dari
sescorang yang berada ditahanan di wilayah Pihak Diminta sehagai saksi, maka orang
rersebuf atas permintasn dopat dipindahkan untuk sementara ke Pilak Pemunta, spabila
pemindahan tersebut disetupuinya

. Untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam avat (1), Kantor Pusat dan Pam Pihak
sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus mengadakan kesepakatan
sebelumnya mengenas persyaratan bagi pemindahan tersebut

Selama orang yang dipindahkan itu periu tetap berada dalam tahanan/penjara menurut hukum
Pihak Diminta, Negora Peiunta harus menempatkan orang ity dalam tabanan/penjara dan

harus mengembalikan orang ity ke Pihak Diminta pada sast sclesainva wrusan yang berkaitan
dengan pesnmdahan yang diminta berdasarkan ayst (1) Pasal ini atay pada waktu yang lebih
awnl apabila kehadiran orang itu tidak diperiukan lagi.

Pihak Peminta dapat meminta perpanjangan wakiu tinggal orang tersebut, jika Pihak Peminta
misih membutuhkan kehadirannya, pka orang tersebut menyetujurnya.

Pasal 13
Perlindungan bagi Saksi dan Ahli

Pihak Peminta tidak aksn menjatuhkan hukuman san mengambil tindakan-nndakan atau
mengancam untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap orang yang menolak untuk hadir
schage saksi atgn ahli berdasarkan Pasal 11 stau Pasal 12

Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak akan ditahan,
dituntut atau ditwikum di Pihak Peminta, uniuk pelangearen spapun, atau tidak menjadi pihnk
dalam perkara perdata apapun, dan tidak dapat digugat dalam perkara perdata jika ia tidak
bernda di Pihak Pemimta, berkenaan dengan perbuatan atan ormis apapun yang dilakukanmya
sebelum orang itu memnggalkan negara Pihak Dinunta




Saks atau ahli fidak boleh diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses acars
atau membanty suaty penvidikan selain danpada proses acars atey penvidikan yang berkaitan
dengan permintaan it

Saksi atau ahl akan kehilangan perhndungan vang dibenksn menunut avei (1) jiks mercka
tidak meninggalksn Negara Peminta dalam jangka wakw 15 har setelah mercka
diberitahukan oleh pejabat peradilan babwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi atau
setelah memngealkan negars u ternyata kembali lagi atas kemavannya sendin. Namun
jangkn waktu ini tidak termasuk waktu selama saksi atau shli tidak dapat meninggalkan Pihak
Peminta karena alasan-alasan yvang berada diluar kekunsaanmyn

. Jika Pibok Diminta memberitahukan Pihak Peminta babwa orang yang dipindahkan tersebut
schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak perlu lagi ditempat kan dalam tshanan/penjara,
muka orang itu harus dibebaskan dan diperiakukan sebagai orang sebagai mana dimaksad
dalam Pasal 11

Paxal 14
Penvedinan Alat dan Barnng Bukti

Pihak Diminta harus menyerghkan barang bukti yang diperoleh dalam penyidikan dan
pengambilan alat dan barang bukti, melalui saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

. Pihak Diminta dspat menyerahkan salinan sah atsu foro copy dan catatan-cataian atau
dokumen-dokumen yang diminta oleh Pihak Peminta Namun, apabila Pihak Peminta
mervatakan secar legas memerlukan penyerahan catatan atsu dokumen asli tersebut, Pihak
Diminta harus memenuhi permintaan tersebul sepanjang memungkinkan

Pihak Diminta harus menyerahkan barsng-barang vang diminta oleh Pihak Peminta untuk
disampaikan sebagai alat dan barang bukti. Namun peryerahan iy, tidak boleh melangsar

hak-hak yang sah dari Pihak Daminta stau pihak ketiga vang terkait dengan barang-harang
tersehiil

Jiky dokumen, catatan atau barang tersebul diatas sangat diperiukan dalam penuntutan
pidana dalam kasus lninnys yang sedang diperiksa di wilayah Pihak Diminta, maka Pihak
Diminta dapat menunda untuk sementara penyediann dokumen, catatan, atau barang terschut.
Namun, Pihak Diminta, hares segera memberitahukan kepada Pihak Peminta mengenai
ilasan-alasan atas penundaan tersebut




Pasal 15
Pengembalian Alat dan Barang Bukti

Pihak Peminta harus, secepamyn mengembalikan catmtan dan dokumen-dokumen ashl, atau
barang-barng lain vang telah diserahkan kepada Pihak Diminta, kecuali jika Pihak Diminta
melepaskan haknya atas pengembalian alat dan barang bukti tersebut

[ ]

b

Pasal 16
Perdindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian
Alat dan Barang Bukti sertn Informasi.

Jikn diminta, Pihak Diminta harus merahasiakan permintaan bantuan, isi dari permintaan itu
dan dokumen penunjangnya, dan adarya pemberian bantuan tersebul, Jika permintaan iu
tidak dopat dilaksanakan tanpa melanggar kembasizan, maks Pihek Dimints harus
membentalukan hal itu kepads Pihak Permuinta yang kemudian aken memutuskan spakah
permimaan iu akan tetap dilaksanakan meskipun melanggar kerahasisan

Jika duminia Pihak Pemunia, harus merahasmlcan miormas: ateu alat dan barang bukt yang
disampaikan oleh Pihak Diminta, kecuah sepanjang alat dan barang bukti serta informasi it
diperlukan untuk penyidikan dan proses acara yang diuraikan dalam permintaan

Pihak Pemiiia tidak akan memgeunabon nformasi atao alst din barang buki vang diperoleh,
atau apapun yang berasal dari itu, untuk maksud-maksud lain selain dari yang dinyatakan
dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dan Pihak Diminta

Pasal 17
Pencarian dan Penyitaan

Pihak Diminty, sepanjang hukummys mengizankan, dan hak-hak pihak ketiga terlindung) hans
melaksanakan permobonan untuk mencari dan menyita serta menyerahkan barang kepada
Pihak Permmta untuk keperluan pembuktian asalkan mformasi vang diberikan, termasuk
informasi tambahan vang dimunta berdasarkan ayat (2) Pasal 8, jika ada, membenarkan
tindakan ity menurut hukum Pihak Diminta

Pihek Diminta harus memberikan informasi sebagama na diminta oleh Pihak Perminta,

mengenai has| pencanan, tempal perryitaan, keadaan pada saal penvitaan, dan pemympanan
selargutnya barung sitasn tersebut

. Pihak Pemunta harus memperhatikan setap svarat vang ditetaphan oleh Pihak Diminta dalam

kaitsnnys dengan pencurian dan penyiiaan




Pasal 18
Pemindahan Hasil-hasil Kejahatan

1 Masing-masing Pihak pada Perjanfian ini harus memindahkan kepada pihak lainmya vang dan
barang yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku kejahatan dalam hal yang dilakukan di
wilayah Pihak Peminta namun ditermukan di wilavah Pihak Diminta. Wamun, pemindahan itu
tidak boleh mefanggar hak-hak sah dari Pihak Dimints atau pihak ketiga berkaitan dengan
has:| kejahatan dimaksud

2 Jika uang dan barang tersebut dimtas sangat diperiukan dalam proses acara pidana yang
sedang dipenksa di dalam wilayah Pihak Dininga, maka Prhak Dimima dapat menangguhkan
pemindahan tersebut dengan segera untuk memberitahukan Pihak Peminta mengena
penundaan tersebut

BAR [N
LAIN-LAIN

Pasal 19
Pemberitahuan Hasil Proses Acara Pidana

Masirg-masig Pk, berdasarkan permintaan, akan memberitabukon Pihak lninnya mengenai

hasil keputusan akhir pengadilun dan keputusan akhir proses acara pidana terhadap warga negara
Pihak Peminta atau untuk mana hantuan hukum diberikan

Pasal 20
Pemberian Catatan Pidana

Pihak Dyminta, berdasarkan permintaan, dapat secard cuma-cuma memberikan rnghkasan catatan
pidana dan informasi  terkal  lainova mengenal orang veng sedang diusut  umiuk
pertanggungawaban pidma di dalam yunsdiks: Prhak Peminta

Pusal 21
Pertukaran Informasi Mengenai Huokum dan Pernturan

Para Pihak, herdasarkan permintzan, akan memberitahukan satu sama lainnya mengenai hukum
dan peraturan yang berlaku atau telah dicabut di masing-masing negara




Pasal 21
Berlahunya Dokumen

Uniuk (ujusn melsksamikan Perjanjian ini, dokumen resmi vang dikeluarkan oleh pejabat
berwenang dan salah satu Prhak, setelnh ditanda tangam dan disegel, ndak memerlukan legakisasi
apabila digunakan oleh Pihak lninmya

Pazal 23
Pembuntan Dokumen serin Peagambilan Alat dan Barang Bukti
oleh Pejabar Diplomatik dan Konsuler

Setiap Pihak dapat membuat dokumen dan mengambel alat dan barang bukt dar masing-masing
wirga neyaranya & wilayah Pihak lainnya melalui pejabat diplomatik atau konsulermya, asalkan
Tuikum dan Pibak famnya tersebuot tidak dilanggar dan ndak melaksanakan upaya paksa apapun

Pasal 24
Konsultasi

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan salah sstu Prhak,
mengenal penafsiran dan penerapan Perjangian ini balk secara umum maupun dakan kaitannya
dengan kasus terfentu meiaiut saluran diplomatk

HBAR IV
PENUTUP

Pasal 15
Milai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian

| Peranjian ini mulai berlaku tign puluh hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling
membernahu kepada Pihak lsinnya secara tertulis bahwa persyaratan hukum nasional
masing-masing Prhak untuk berlakunya Penanpan im telah terpenuhi

1 Perunjian i akan berlaku untuk jangks wakty lima tahun dan secara otomatis akan tetap
berlaku untuk ma tahun berkutnya, kecual dibatalkan oleh salah satu Pihak melahn
pemberitahuan tertulis tiga bulan sehelum masa berakhirnya

3 Berakhimya Perjanjian ini tidak akan mempenssruhi penyelesaian setiap kegatan yang
sedang berlangsung dan telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
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Dibuat di Jakarta pada tanggal 3-‘!1 <o bulan Jufi sahun dua nbu, masing-masng dalam
bahasa Indonesia, China, dan Inggrs Semus naskah mempunval kekustsn sah yang sama
Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Ingeris akan diberlakukan

SEBAGAT BUKTI, yang bertanda tangan di bawsh ini, yang diberi kussa oleh Pemerintah
masing-masing, telah menanda-tangani Perjanfian ini

UNTUK REPYBLIK INDONESIA  UNTUK REPUBLIK RAKYAT CHINA

Signed Signed




TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Repubhic of Indonesia and the People's Republic of China (heremafter referred io as "the
Partiey”), desinng to strengthen the close cooperation between the two countries in judicial field
on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit, have hereby resolved
o conclude this Treaty on mutual legal assistance in Cnminal Matters, and have agreed as
follows -

CHAPTER |
GENERAL PROVISIONS

Article |
Scope of Application

I, The Partes shall, in accordunce with this Treaty, grant to each other assistance m
mvestigations or proceedings in respect of criminal matters.

4. For the purpose of this Treaty, criminal matters refer to any act or ommission constituting
an offence in accordance with the respective national law of the Parties.

3. Assistance provided shall consist of -

taking evidence and obtaming statements from persony;

providing legal documents and other relevant judicial records;

location and identification of persons,

execution of requests for search and selzure, and transfer of documentary evidence and

matensl evidence;

mesures (o transfer the proceeds of erime;

seeking the conseni of persons to be available 10 give evidence or to assist m

mvestigations by the requesting Party, and where such persons are in custody arranging

for their temporary transfer (o thal State,

g service of documents, and

h. conducting expert evalustion and notification of results of proceedings in criminal
matter.
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Article 2
Other Assistance

This treaty shall not derogate from obligations subsisting between the Parties whether pursuant
to other treaties or amangemenis or otherwise nor prevent the Parties providing assistance fo
each other pursuant to other treaties or arrengements or otherwise

Article 3
Central Authority

Mutual legal assstance shall be requested and rendered directly through the Central Authonties,
mamely, the Mmistries of Justice of the Parties

Article 4
Refusal of Assistance

| Assistance may be refused if

(a) the request relates to the investigation or proceding of a person for an offence that is
regarded by the requested Pasty as an offence of a political character or a military offence
as created by the national law of that Pariy;

(b} there are substantial grownds lon believing Uhisl the reguest for assistance has been mother
merely for the purpose of prosecuting or punishing thel person on accoumt of that
person's race, sex, refigion, nationality or political opmions or that person’s position miy
be projudiced to any of these reason,

{c) the request Party is of the opinion that the request, if granted, would prejudice its
sovereignty, security, nanonal interest or other essential interest,

(d) provision of the assistance sought could prejudice and investigation or proceeding in the
requested Party, prejudice the safety of any person or implies an excessive burden on the
resources of that Party, or

() such asmstance would violate the fundamental principles of the national law of the
requested Party

2 Before refising to grant s request for assistance the requested Party shall consider whether
assistance may be granted subject to such condiions as it deems necessary. 1 the requesting
Party accepts assistance subject 1o conditions it shall comply with those conditions

3. The requested Party shall inform in due course the requesting Party of the decision of refusal
af the execution of the request and give reason for it




Article §
Applicable Law in Legal Assistance

(1) The requested Party shall apply its national law in the execution of & request

(2) The requesting Party may require the execution of the request in a specific manner, which
the requested Party shall adopt to the extert compatible with its national law

Article 6
Costs and expenses

(1) The requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the
requesting Party shall bear :

a  the expenses associated with conveying any person to or from the requested Party, and
any fees, allowances or expenses pavable to that person whilst in the reuesting Party
pursuant o & request under Articles 11 or 12, The requesting Party shall pay him/ber in
advance partially or wholly the above-mentioned allowances and expences;

. the expenses associsted with conveying custodial or escorting officers, and
the expences and fees inccurred by the requested Party pursuant 1o a request under
Article 17

(2) Ifit bocomes apparent that the exscution of the request requires expenses of an extraordinary
niture, the Parties shall consull 1o determine the terms and conditions under which the
requested assistance can be provided.

Article 7
Language

. In correspondence with each other, the Parties shall use the official languages of their
respective countries together with translation into English.

The: request for mutual legal assistance and its supporting documents shall be written in the
official language of the requesting Party, and shall be accompanied by a translation into
English.
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CHAPTER Il
FORM OF LEGAL ASSISTANCE

Article §
Letter of Request for Legal Assistance

Reques! for legal assistance shall be made in the form of a Letter of Request, which shall
contamn the following,

A the name of the requesting authority;

b. the nature and facts of the case, and the provisions of the applicable laws;

¢ the name, nationality, residence or domicile of the persons concerned in the request, and
all other information helpful 1o their identification;

d  the purpose of the request and the judicial scts requested 10 be performed,

e alist of the documents and objects requested to be searched, seized or transferred,

f the details of and reasons for & particular procedure, should such be requested, for the
requested Party 1o adopt,

& the time it within which the execution of the request is desired,

. other matenials which are necessary for the exeoution of the request.

i express indication, if deemed necessary, of the need to keep the request confidennal

I ithe requested Party considers that the information contained in the request is not sufficlent
in accordance with this Treaty to ensble the request 1o be deali with, it may request

The Letter of Request and its supporting document shall be signed and sealed by the relevant
nuthorties of the requesting Party
Article @
Service of Document

The requested Party shall execute the request for service of any document made by the
requesting Party in due course

The requested Party shall forward to the requesting Party prool of service of the dooument
which contains the signature of the addressee, the date of the receipt, the seal of the serving
authonty, the signature of the server and the manner and place of the service If service
cannot be effected, the requesting Party shall be so informed and advised of the reasons

: |




Article 10
Taking of Evidence

Unless otherwise provided m this Treaty, the requested Party shall make all pecessary
arrangemeni for the takng of evidence as required by the requesting Party.

. Where a request is made for the purpose of a proceeding in relation to a criminal matter in
the requesting Party, the requested Party shall upon request, endeavour to take the evidence
of witnesses for transmission 1o the requesting Party,

For the purposes of requests under this Article the requesting Party shall specify the subject
matter about which persons are 1o be examined, including =ny questions to be put

. The Requested Party shall, to the extent permitted by its law and upon request, inform the
reguesting Party of the time and place of the executing of request, so that the relevam
personnel as authorized by the mitional law of the requesting Party can be present during ihe
execution of the request and ask question through the relevant personnel of the requested

. A person who s required 10 give evidence in the requested Party under this Aricle may
dechine to give evidence where either

(a} the law of the requested Paity permits that withess (o decling to give evidence in similar
circumstances in proceadings onginating mn the Requested Party, or

(b} where the law of the requesting Party permits that witness to decline 1o give evidence m
such proceedings in the requesting Party

If amy person claims that there ® a nght to dechine to give evidence under the law of the
requesting Party, the Central Office of that Party shall, upon request, provide a centificate to
the Central Authorities of the Party &s 1o the existence of that right In the absence of
evidence 1o the contrary, the cerfificate shall provide sufficient evidence as 1o the existence
of that night,

Article 11
Appearance of Witnesses and Experts

If the requesting Party considers it necessary for a witness or expert to appear persomnally
before its judicial suthorties 1o perform the related act in the proceedings, it shall mention
in the request for service of summons, and the requested party shallconvey the above -
mentioned request to the witness or expert therewith. Tt shall also indicate ihe lerms on
expences, allowances and fees payable.




The request for service of the summons shall be handed over to the requesied Party at least
two months prior to the date on which the persons concerned are required to appear before
the judicial authorities of the requesting Party 10 perform the related judicial act in the
proceedings In urgent cases, the requested Party may waive the requirement

. The requested Party shall inform the requesting Party of the reply of the witness or expert

Article 12
Availability of Persons in Custody to Give Evidence

If the judicial suthorities of one Party considers it necessary to take testimony of a person
a3 i witness who s beld in custody in the territory of the requested Party, the person mary be
upon reques! tansferred temporarily 1o the requesting Party, provided that person consents
10 the transfer

For the purpose mentioned in paragraph |, the Central Authorities of the Parties specified

in Article 3 of this Treaty shall reach a prior agreement on the terms and conditions of the
transfer

While the person transfierred is required o be held in custody under the liw of the requested
Party, the requesting Party shall hold that person in custody and shall return that person in

custody to the requested Party at the conclusson of the matter in relution (o which transfer
was sought under paragraph 1 of this Article or at such earfier time as the person's presence
t4 mo longer required

The requesting Party may request the extention of the penod of stay of the person if it saill
meeds the presence of the person, if the person so consents

Article 13
Protection of Witnesses and Experts

The reguesting Party shall not impose any pumshment, or take measures or threaten to take
meeasures against the person for his'her refissal to be as witness or expent in accordance with

Article |1 or 12.

. A witness or experts revered to i Article || and 12 shall not be detained, prosecuted or
punished in the requesting Party, for any offence, nor be subject to anu civil suit, being 1o
civil suit 1o which the person could not be subjected if the person were not in requesting
Party, in respect of any aet or ommission which preceded the person’s departure from the
requested Party




3. A witness or expert shall not be required 1o give evidance in any proceeding or to assist in
any investigation other than the proceeding or investigation 1o which the request relates.

4. A witness or experts shall forfeit the protection granted in paragraph | if they have not left
the Requiesting party within |15 days after they are notified by the judicial authorities that their
presence are mo longer required, or having left, have volemarily returned However this
petiod of time shall not include the time during which the witnesses or experts or other
persons are unable to leave the requesting Party for reasons beyond his'her control

5. Where the requested Pty adwvises the requesting Party that the transferred persons referred
to in article 12 are no longer required to be held in custody, those persons shall be set at
liberty and be treated as the persons referred to in Article 11,

Article 14
Provision of Evidence

| The requested Pary shall, through the channels provided for in Article 3, transter testimonial
materials taken in the investigation and taking of evidence.

2 The requested Party may transfer the centified copies or photocopies of the records or
docurments requested to be provided by the requesting Party. However, when the requesting
Pany expressly requires the (ramsfer of the oniginals, the requested Parry shall meet the
requirement to the extent possible

1 The requesied Party shall transfer the obypects that the requesting Party requires to be
provided as evidence. Such transfer, however, shall not infringe upon the legitimate rights
of the requested Party or the third party related with these objects

4 If the sbove-mentioned documents, records or objects are indispensable for the criminal
prosecution of other pending cases in the lerritories of the requested Party, the requested
Party may temporanly postpone therr provision. The requested Party should, however, duly
infiorm the requesting Party of the reasons for the postponcment.

Article 15
Return of Evidence

The requesting Panty shall, &5 soon as possible, return the onginal records and documents, or
other obyects which were transferred by the requested Party, unless the lntter waives its right 1o
teturn thereol.
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Article 16
Protecting confidentiality and restricting use of
evidence and information.

. The requested Party, il so requested, shall keep the request for nssistance, the contents ol a

request and its supporting documents, and the fact of granting of such assistance 1 the
request cannot be executed without breaching confidentiality, the requested Party shall so
inform the requesting Party which shall then determine whether the request should
nevertheless be executed

The requesting Party, if so requested, shall keep confidential information and evidence
provided by the requested Party, except 1o the extent that the evidence and information is
needed for the investigation and proceeding descrnibed m the request

The requesting Party shall not use information or evidence oblaimed, nor anything derived
from either, for purposes other than those stated in a request without the pror consent of the
requested Party,

Article 17
Senrch and Seizure

The requested Panty shall, insofar as its law permits, and the rights of third partics are
proctected, carry oul requests for search and setaire and delivery of matenal to the
requesting Party for evidentiary purposes, provided the information supplied, mncluding
addrional information requested pursuant to paragraph 2 Article 8, if any, would justify such
actions under the law of the requested Party

. The requested Party shall provide such information as may be required by the requesting

Party concerning the result of any search, the place of selzure, the circumstances of sezure,
and the subsequent custody of the material seized

The requesting Pasty shall observe any conditions imposed by the requested Party in relation
to the search and seizure

Article 18
Transfer of Proceeds of Crime

Esch the Parties 1o this Treaty shall transfes 1o the other Party the money and objects illicitly
obtained by the offenders in the event of the envisaged crime in the territory of the requesting
PMarty but found in the territory of the requested Party, Such transfer, however, shall not
mirnge upon the legitimate nghts of the requested Party or the third party in relation to the
above-mentioned proceed




2 If the above-mentioned money and object are indispensable to pending eriminal proceedinis
i the temnitory of the requested Party, the requested Party, may défay such transfer, duly
mforming the requesting Party of the delay

CHAFPTER Il
MISCELLANEOUS

Article 19
Notifications of the Results of the Proceedings in Criminal Matters

Each Party shall, upon request, inform the other Party of the results of the final judgments and
decisions of criminal procesdings against the nationals of the other Party or for which mutual
mssistance was granted

Article 200
Supply of Criminal Records

The requested Party mary, upon request, provide free of charge extracts of the criminal records
and relevant information conceming the person being investigated of criminal responsibilities in
the jurisdiction of the requesting Party

Article 21
Exchange of Information on Laws and Regulations

The Parties shall, upon request, inform each other of laws and regulations in force or repealed
in thesr respective countries

Article 22
Effeci of the Docoments

For the purpose of implementing this Treaty, official documents issued by the competent
nuthorities of one Party, once signed and sealed, shall be dispensable of legalization when used
by the other Party.

Article 23
Service Documents and Taking of Evidence by
Diplomatic and Consular Official

Either Party many serve docoments on and take avidence from its nationals in the territory of the
other Party through its diplomatic or consular officials therein, provided that the laws of the
other Party will not be violated and no compulsery measures of any kind will be 1aken




Article 24
Consultution

The Parties shall consult promply, &t the request of either, concerning the interpretation and the
application of this Treaty either generally or in relation to a particular case, through the
Diplomatic channel.

CHAPTER IV
FINAL PRIVISIONS

Article 25
Entry into force and termination

. This Treaty shall enter into force thirty days after the date on which the Parties have notified
esch other in writing that their respective national legal requirements for the entry into force
of this Treaty have been complied with,

. It shall remain in fiorce for a period of five vears and shall sutomatically remain in force for
another five years consecutively, unless it is denounced by any Party by written notification
three month prior 1o 1% termination

. The termination of this Treaty shall not prejudice the completion of any ongoing activities
agreed upon by the Parties under this Treary

DONE in dupbicate ut Jakarta on . 24 day of July of two thousand. each one in
Indonesian, Chinese, and Enghsh languages All texts are equally authentic. If there is any
divergence concerning the interpretation, the English text shall prevail

IN WITNESS WHEREOQF, the undersigned, being duty authorized thereto by their respective
Covernments, have signed this Treaty

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA  FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Signed Signed




Flenteri Loar Regeri
TRepublik dndonesia

SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan dibawah ini, Dr. ALWI SHIHAB, Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada

Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA
Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan

Untuk menanda-tangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia,
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya landa-tangani dan bubuhi meterai di
Jakarta, pada tanggal dua puivh faks bulan Jull tahun dua riby

Signed

-

Dr. ALWI SHIHAB



Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia

FULL POWERS

The undersigned, Dr. ALWI SHIHAB, Minister for Foreign Affairs of the
Republic of Indonesia, fully authorizes

Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA
Director General for Law and Legislation,
Department of Law and Legisiation

to sign, on behalf of the Government of the Republic of indonesia, Treaty
between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

IN WITNESS WHEREOF, | have signed and sealed this Full Powers at
Jakarta, this fwenby firct day of July in the year two thousand.

Signed

Dr. ALWI SHIHAB



